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BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

NOMOR 3 TAHUN 2020
TENTANG
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan  Daerah, Kepala Daerah menyampaikan
Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan APBD kepada DPRD dengan dilampiri laporan
keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa
Keuangan paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun
anggaran berakhir;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 43355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



6.

10.

11

12.

13.

14.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan
Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Peraturan Atas Undnag-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhirkali dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015
tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun
2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah (Berita Negara Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah
Tentang  Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9
Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten
Kepulauan Meranti Tahun 2020 Nomor 9);

17. Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 68 Tahun 2019
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan
Meranti Tahun 2019 Nomor 69);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI
dan
BUPATI KEPULAUAN MERANTI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa laporan keuangan memuat :
a. laporan realisasi anggaran;
b. laporan perubahan saldo anggaran lebih;
c. laporan operasional,
d. laporan perubahaan ekuitas;
€. neraca,;
f. laporan arus kas; dan
g. catatan atas laporan keuangan.

(2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan
laporan kinerja, daftar jumlah pegawai per golongan dan jabatan, dan laporan
penggunaan dana desa.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun

anggaran 2019 sebagai berikut :

a. pendapatan Rp. 1.179.280.568.095,59

b. belanja Rp. 1.206.584.262.781,95
Surplus/Defisit Rp. (27.303.694.686,36)

c. pembiayaan

- penerimaan Rp. 32.685.192.063,23
- pengeluaran Rp. 0,00
Pembiayaan Netto Rp. 32.685.192.063,23

SILPA Rp. 5.381.497.376,87




Pasal 3

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai
berikut :

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah

Rp.(158.367.578.564,41) dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pendapatan setelah perubahan Rp. 1.337.648.146.660,00

b. realisasi Rp. 1.179.280.568.095,59
Selisih lebih/(kurang) Rp. (158.367.578.564,41)

Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp(163.102.830.452,49)
dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran belanja setelah perubahan Rp. 1.369.687.093.234,00

b. realisasi Rp. 1.206.584.262.781,95
Selisih lebih/(kurang) Rp. (163.102.830.452,05)

Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah

Rp.4.735.251.888,08 dengan rincian sebagai berikut :

a. surplus/defisit setelah perubahan Rp. (32.038.946.574,00)

b. realisasi Rp. (27.303.694.686,36)

Selisih lebih/(kurang) Rp. 4.735.251.887,64

Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.0,23
dengan rincian sebagai berikut :
a. anggaran penerimaan pembiayaan setelah Rp. 32.685.192.063,00
perubahan
b. realisasi Rp. 32.685.192.063,23
Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,23

Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00
dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pengeluaran pembiayaan Rp. 0,00
b. realisasi Rp. 0,00
Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,00

Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah Rp0,23 dengan
rincian sebagai berikut :

a. anggaran pembiayaan netto setelah Rp. 32.685.192.063,00
perubahan
b. realisasi Rp. 32.685.192.063,23
Selisih lebih/(kurang) Rp. 0,23
Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
huruf b per 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a.
b.

saldo anggaran lebih awal Rp. 32.685.192.063,23
penggunaan SAL sebagai penerimaan pembiayaan Rp. 32.685.192.063,23
tahun berjalan

sisa lebih /kurang pembiayaan anggaran Rp. 5.381.497.376,87

(SILPA/SIKPA)

koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya Rp. 0,00

saldo anggaran lebih akhir Rp. 5.381.497.376,87
Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c per 31
Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a.

b.

jumlah pendapatan Rp. 1.182.287.209.926,46
jumlah beban Rp. 1.111.719.569.409,52



c. surplus/defisit dari operasi Rp. 70.567.640.516,94
d. surplus/defisit dari kegiatan non operasional Rp. (5.797.350.145,57)
e. surplus/defisit-LO Rp. 64.770.290.371,37

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf d per 31
Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. ekuitas awal

Rp. 2.628.968.401.013,53

b. surplus/defisit LO Rp. 64.770.290.371,37
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/ Rp. 213.377.812.959,43
kesalahan mendasar

d. ekuitas akhir

Rp. 2.907.116.504.344,34

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf e per 31 Desember Tahun 2019

sebagai berikut :
a. jumlah aset

Rp. 2.981.321.583.410,56

b. jumlah kewajiban Rp. 74.205.079.066,22
c. jumlah ekuitas dana Rp. 2.907.116.504.344,34

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf f untuk tahun yang
berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2019 sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 januari tahun 2019 Rp. 12.703.392.978,63

b. arus kas dari aktivitas operasi Rp. 262.376.690.575,52

c. arus kas dari aktivitas investasi Rp. (290.726.204.750,30)

d. arus kas dari aktivitas pendanaan Rp. 0,00

e. arus kas dari aktivitas transitoris Rp. 20.990.622.176,42

f. saldo kas akhir per 31 desember tahun 2019 Rp. 5.476.884.362,27
Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf g
tahun anggaran 2019 memuat informaasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif
atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

a. lampiran I
lampiran 1.1

lampiran 1.2

lampiran 1.3

lampiran 1.4

lampiran II
lampiran III
lampiran IV
lampiran V
lampiran VI
lampiran VII
lampiran VIII

SR 0 R0 T

Laporan Realisasi Anggaran;

Ringkasan Laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah dan organisasi;

Rincian Laporan realisasi anggaran menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan
pembiayaan;

Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan
pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk
keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan
fungsi dalam rangka pengelolaan keuangan negara;

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;

Laporan Operasional;

Laporan Perubahan Ekuitas;

Neraca;

Laporan Arus Kas;

Catatan Atas Laporan Keuangan;

Daftar rekapitulasi piutang daerah;



lampiran IX Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
lampiran X Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
lampiran XI Daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
lampiran XII  Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset
tetap daerah;
. lampiran XIII Daftar rekapitulasi aset tetap;
lampiran XIV Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
lampiran XV  Daftar rekapitulasi aset lainnya;
lampiran XVI Daftar dana cadangan daerah;
lampiran XVII Daftar kewajiban jangaka pendek;
lampiran XVIII Daftar kewajiban jangka panjang;
lampiran XIX Daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir
tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran
berikutnya; dan
t. lampiran XX Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah
/Perusahaan Daerah.

e
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Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) terdiri

dari :

a. laporan kinerja tercantum dalam Peraturan Daerah ini; dan

b. daftar jumlah pegawai per golongan dan jabatan dan Laporan penggunaan dana
desa tercantum dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Bupati Kepulauan Meranti menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagai rincian lebih lanjut dari
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan
Meranti.

Ditetapkan di selatpanjang
pada tanggal 31 Agustus 2020

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,
ttd

IRWAN

Diundangkan di Selatpanjang
pada tanggal 31 Agustus 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,
ttd

BAMBANG SUPRIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2020 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI, PROVINSI
RIAU : (12.23.A/2020)



